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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna 

mencapai sasaran-sasarannya, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan 

perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran itu terus 

diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya 

memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan 

menjadi sangat penting. 

Sektor perbankan memiliki peran sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat 

nadi perekonomian nasional. Lancaran aliran uang sangat diperlukan untuk 

mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang 

sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. 

Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya 

sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan 

alat sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional 

maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjadi 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting 

untuk dilakukan. 

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia adalah dinamis, cepat berubah, 

seiring berkembangnya masyarakat dalam menggunakan media perbankan sebagai 
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upaya pemenuhan kebutuhannya. Pengaturan perbankan di Indonesia sebagai 

koridor, yakni dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998. 

Krisis ekonomi perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 bukan 

sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya 

praktik Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat GCG, di 

kalangan perbankan. Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, 

rendahnya praktik manajemen risiko, tidak adanya transparansi terhadap 

informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham 

dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri 

perbankan nasional. Mulai saat itulah muncul wacana yang berkaitan dengan 

permasalahan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dan menjadi bahasan 

yang penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan 

perekonomian yang lebih stabil di masa yang akan datang. Keterpurukan luar 

biasa yang disebabkan peristiwa tersebut telah membuka mata bangsa ini bahwa 

salah satu faktor paling fundamental yang menyebabkan krisis itu terjadi tidak 

lain dikarenakan prinsip-prinsip GCG diabaikan. Dimulai dengan jatuhnya 

perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya 

manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Isu GCG muncul karena 

terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemisahan 

ini memberikan kewenangan kepada pengelola (manajer/direksi) untuk mengurus 
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jalannya perusahaan, seperti mengelola dana dan mengambil keputusan 

perusahaan atas nama pemilik.
1
 

Dengan melontarkan beberapa prinsip umum dalam GCG seperti fairness, 

transparency, accountability, stakeholder concern, dapat dikemukakan bahwa 

penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian negara 

yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, 

mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional. Ujungnya adalah daya 

saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor.
2
 

Peranan bank sangat besar dalam memperlancar perekonomian suatu negara 

terutama dalam hal menyalurkan kredit kepada pihak–pihak yang 

membutuhkannya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu tata kelola 

perusahaan yang baik (GCG) dalam pengelolaan bank agar dapat menjamin kredit 

yang disalurkan kepada pihak–pihak yang membutuhkan dana telah melalui 

prosedur yang telah ditetapkan. GCG juga diperlukan untuk meminimalisasi risiko 

kegiatan usaha perbankan yang kian beragam serta untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional yang mulai 

berkurang akibat kasus–kasus yang menimpa industri perbankan tanah air. Kasus-

kasus yang kerap terjadi pada industri perbankan yaitu dimulai dari banyaknya 

kredit bermasalah yang diakibatkan oleh pelanggaran batas maksimum pemberian 

kredit, kurang profesionalnya penerapan manajemen risiko serta tidak ada 

transparansi terhadap informasi keuangan bank. 

                                                           
1
 Ernita Rahmadani, “Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Bank”, tersedia 

di http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36788 diakses tanggal 3 Juni 2013 

2
 Bram Kutut, “Etika Governance”, tersedia di http://etikabisniis.blogspot.com/2012/11/etika-

governance_7467.html, diakses tanggal 3 Juni 2013 

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36788
http://etikabisniis.blogspot.com/2012/11/etika-governance_7467.html
http://etikabisniis.blogspot.com/2012/11/etika-governance_7467.html
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Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor perbankan, maka pada tahun 

2006 Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur 

mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum. Peraturan yang dimaksud 

adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 

tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan 

melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas 

PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi 

Bank Umum. Peraturan ini menegaskan bahwa pelaksanaan GCG pada industri 

perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yakni 

keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Salah 

satu wujud konkret dari pelaksanaan praktik GCG adalah dengan adanya 

penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Bank Umum di Indonesia. 

Kemudian, pada tanggal 29 April 2013, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan 

yang mengatur kembali mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum. Peraturan 

tersebut adalah Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 Tentang 

Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yang mengatur lebih rinci mengenai 

pelaksanaan prinsip GCG bagi bank umum. 

Bisnis perbankan merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini 

menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. 

Sebaliknya, menjadi penuh risiko (full risk business) karena aktivitasnya sebagian 

besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro 

maupun deposito. 
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Bank Lampung adalah salah satu bank yang turut mendukung sektor ekonomi 

nasional pada umumnya dan Lampung pada khususnya. Bank Lampung berperan 

sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary) dengan 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, Bank Lampung juga 

diberi kepercayaan untuk mengelola dana-dana milik Pemerintah Daerah Provinsi 

Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Lampung, seperti 

dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Maka, penerapan praktik GCG yang  

profesional pun sangat penting dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa Bank Lampung diberi kepercayaan 

untuk mengelola keuangan daerah dan membantu mendorong pertumbuhan 

perekonomian daerah di mana penerapan praktik GCG secara efektif sangat 

diperlukan, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam 

bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance 

Bagi Bank Umum (Studi Pada PT Bank Lampung)”. 

A. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Apakah transparansi pelaksanaan prinsip GCG bagi bank umum sudah 

dilaksanakan di PT Bank Lampung? 

b. Apa saja kendala dalam pelaksanaan prinsip GCG pada PT Bank Lampung? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 
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Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup bidang ilmu yaitu bidang ilmu 

Hukum Keperdataan (Ekonomi) khususnya Hukum Perbankan dan Hukum 

Perusahaan. Sedangkan Lingkup pembahasan penelitian ini adalah transparansi 

pelaksanaan prinsip GCG bagi bank umum pada PT Bank Lampung dan kendala 

dalam pelaksanaan prinsip GCG pada PT Bank Lampung. 

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas dan 

sistematis serta menganalisis mengenai pelaksanaan prinsip GCG bagi bank 

umum pada PT Bank Lampung berdasarkan PBI No. 8/14/PBI/2006 Tentang 

Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum dan SE BI No 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 

2007 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu : 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara Teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya 

perkembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya hukum perdata ekonomi 

dan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkenaan 

dengan hukum perusahaan dan hukum perbankan. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini berguna untuk : 

1) Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan 

wawasan dalam penelitian di bidang Hukum Keperdataan (Ekonomi) 
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khususnya Hukum Perbankan dan Hukum Perusahaan. Penelitian ini juga 

memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang penerapan prinsip GCG. 

Dalam hal pengembangan teori, hasil tinjauan pustaka dalam penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian lainnya. 

2) Bagi bank, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami 

penerapan prinsip-prinsip GCG bagi bank umum. Selain itu, hasil penelitian 

ini dapat dijadikan perbandingan bagi bank lain dalam menyusun dan 

mengatur GCG bagi bank umum. 

 

 

 

 

 

 


